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Abstract. The phenomenon underlying this research is the ineffectiveness of the centralized AMEL
application previously used for procurement reporting at the Regional Secretariat of Nias Regency.
Issues such as delays in data presentation, low report accuracy, generalized reporting, and the absence
of real-time information made it difficult for leaders to make data-based decisions. In response, the local
government developed the SIMONIBARJAS application, a locally based and integrated system designed
to provide faster, more detailed, accurate, and real-time reporting. The research problems focus on: (1)
the effectiveness of the SIMONIBARJAS application in supporting procurement reporting; (2) the extent
to which it addresses AMEL’s weaknesses, (3) users’ perceptions of its ease of use, speed, and reliability;
and (4) the role of human resources in supporting its implementation. The findings indicate that
SIMONIBARJAS is effective in improving reporting quality by accelerating data presentation, increasing
accuracy, providing more detailed reports, and supporting real-time information access for decision-
makers. Moreover, inter-unit integration has improved, enabling faster and more accountable decision-
making processes. However, challenges remain, including limited user understanding of some features
and technical issues such as internet stability, which require further improvement.

Keywords: Effectiveness, Reporting, Procurement of Goods and Services, SIMONIBARJAS, Nias
Regency.

Abstrak Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum efektifnya sistem pelaporan
pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias ketika masih menggunakan aplikasi
AMEL vyang bersifat terpusat. Permasalahan seperti keterlambatan penyajian data, rendahnya akurasi
laporan, laporan yang bersifat umum, serta ketiadaan informasi real-time menyebabkan pimpinan
kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data. Sebagai respons, Pemerintah Daerah
mengembangkan aplikasi SIMONIBARJAS yang bersifat lokal, terintegrasi, dan dirancang untuk
menghadirkan laporan yang lebih cepat, rinci, akurat, serta real-time. Rumusan masalah dalam penelitian
ini difokuskan pada: (1) efektivitas aplikasi SIMONIBARJAS dalam mendukung pelaporan pengadaan
barang dan jasa; (2) sejauh mana aplikasi ini mampu mengatasi kelemahan AMEL; (3) persepsi pengguna
terhadap kemudahan, kecepatan, dan keandalan SIMONIBARJAS; serta (4) peran sumber daya manusia
dalam mendukung implementasi aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMONIBARJAS efektif
meningkatkan kualitas pelaporan dengan mempercepat penyajian data, meningkatkan akurasi,
menyajikan laporan lebih rinci, dan mendukung akses informasi real-time bagi pimpinan. Integrasi
antarunit juga menjadi lebih baik, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan
akuntabel. Kendati demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna dan
faktor teknis seperti kestabilan jaringan internet yang perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaporan, Pengadaan Barang/Jasa, SIMONIBARJAS, Kabupaten Nias.
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LATARBELAKANG
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan

akuntabel, pengelolaan pengadaan barang dan jasa memegang peran penting yang
mendukung kelancaran pembangunan adalah proses pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan ini tidak hanya mencakup pembelian barang fisik, tetapi juga mencakup
penyediaan layanan dan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah
untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, pengadaan barang dan
jasa harus dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pemerintah daerah
mulai berinovasi dalam sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang
adalah penerapan aplikasi berbasis sistem informasi yang memfasilitasi proses pelaporan
secara digital. Pelaporan berbasis sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah
monitoring, mempercepat akses informasi, mengurangi potensi penyimpangan, serta
meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang dilakukan
pemerintah.

Penerapan sistem informasi dalam pelaporan pengadaan juga mendukung
integrasi data antar unit kerja, sehingga mempermudah proses evaluasi dan pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen maupun auditor internal dan eksternal. Dengan adanya
pelaporan digital, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan
rentan terhadap keterlambatan serta human error dapat diminimalkan. Selain itu, sistem
informasi memungkinkan adanya pelacakan dokumen secara real-time dan penyimpanan
data yang lebih terstruktur, sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi
efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020:36). Menurut Syam (2020),
efektivitas adalah tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan
dari jumlah input. Hal ini berlaku untuk suatu perusahaan atau seseorang. Efektivitas
dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Semakin mendekati tujuan, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas dapat diukur
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dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang
telah diwujudkan.

Pengadaan Barang/Jasa adalah proses kegiatan untuk memperoleh barang, jasa,
dan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan ini dilakukan melalui mekanisme
tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk
menghasilkan barang/jasa yang tepat dari segi kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan
yang meliputi perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan
pengawasan serta pelaporan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah secara efektif dan efisien, serta
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui
proses yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah Indonesia
telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung arah digitalisasi birokrasi, salah
satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menegaskan pentingnya
penerapan teknologi digital untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif,
efisien, dan terpercaya, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Dalam konteks ini, pelaporan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu
aspek krusial yang harus ditransformasikan secara digital agar lebih adaptif terhadap
kebutuhan instansi pemerintah, khususnya di tingkat daerah. Pelaporan pengadaan yang
lambat, tidak akurat, dan tidak real-time dapat menghambat pengambilan keputusan,
memperbesar peluang terjadinya kesalahan, serta mengurangi kepercayaan publik
terhadap pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Nias, melalui Sekretariat Daerah, selama ini
menggunakan sistem Aplikasi Monitoring Evaluasi (AMEL) untuk melakukan
pelaporan pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini merupakan sistem terpusat berbasis
nasional yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan di
berbagai instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sistem AMEL masih

menghadapi sejumlah kendala signifikan, khususnya dalam menjawab kebutuhan lokal
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secara cepat dan fleksibel. Beberapa gejala permasalahan yang teridentifikasi di
antaranya adalah keterlambatan penyajian data, rendahnya akurasi laporan, laporan yang
disusun tidak rinci, serta ketidaksanggupan sistem dalam menyediakan informasi secara
real-time.

Permasalahan tersebut diperparah oleh sifat sistem AMEL yang terpusat,
sehingga unit kerja di daerah memiliki keterbatasan dalam mengakses, mengolah, dan
menyesuaikan data sesuai konteks dan urgensi lokal. Selain itu, proses koordinasi
antarunit kerja dalam menyusun laporan menjadi memakan waktu dan rentan terjadi
kesalahan input karena belum adanya validasi dan standarisasi yang ketat. Kondisi ini
berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah, serta
kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar
kebijakan.

Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
mulai mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan lokal berbasis digital yang
lebih adaptif terhadap dinamika internal daerah, yaitu aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem
Monitoring dan Informasi Barang dan Jasa). Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi
berbagai keterbatasan AMEL dengan menghadirkan fitur-fitur pelaporan yang lebih
cepat, rinci, valid, dan tersedia secara real-time. SIMONIBARJAS memfasilitasi
pelacakan dokumen pengadaan, integrasi antarunit kerja secara langsung, serta akses
data yang dapat dimonitor oleh pimpinan dan auditor tanpa menunggu proses
rekapitulasi manual.

Tabel 1. 1

Perbandingan Sistem AMEL dan SIMONIBARJAS

Aspek Sistem AMEL Aplikasi SIMONIBARJAS
Sifat Sistem Terpusat (Nasional) Desentralisasi (Daerah)
Aksesibilitas Terbatas untuk user lokal Diakses langsung oleh unit kerja daerah

Responsivitas  Tidak fleksibel terhadap kebutuhan Responsif dan adaptif terhadap kebutuhan

lokal daerah
Penyajian Data Umum dan lambat Rinci dan real-time
Koordinasi Bergantung pada input manual Terintegrasi dan otomatis
antarunit
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Validasi & Minim, berpotensi data error Dilengkapi sistem validasi internal

Standarisasi

Dukungan Kurang membantu pimpinan daerah Memberikan data yang relevan untuk

Keputusan dalam pengambilan keputusan cepat  keputusan berbasis data aktual

Sumber diolah peneliti 2025

Melalui perbandingan ini, terlihat bahwa sistem SIMONIBARJAS hadir untuk
mengisi celah kelemahan dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu
dijangkau oleh sistem AMEL. SIMONIBARJAS tidak dimaksudkan untuk menggantikan
AMEL secara keseluruhan, namun sebagai sistem pelaporan internal yang lebih adaptif
dan mendukung sistem nasional secara komplementer.

Urgensi penerapan sistem pelaporan berbasis lokal seperti SIMONIBARJAS
terletak pada kebutuhan akan fleksibilitas, kecepatan, dan relevansi data dalam
lingkungan kerja birokrasi daerah. Tidak semua informasi yang dibutuhkan pimpinan
dapat menunggu proses pelaporan terpusat yang bersifat birokratis. Ketika pengambilan
keputusan harus dilakukan secara cepat, data real-time dan detail sangat dibutuhkan. Oleh
karena itu, sistem pelaporan yang bersifat lokal namun terintegrasi, seperti
SIMONIBARJAS, menjadi titik temu antara kebutuhan praktis lapangan dan arah
kebijakan nasional digitalisasi pemerintahan. Lebih jauh, SIMONIBARJAS juga
mendukung semangat reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi dan transparansi
pengelolaan anggaran. Dengan sistem ini, pelaporan dapat dilakukan lebih akurat, efisien
dalam waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara digital mendukung pula prinsip-
prinsip pengelolaan yang bebas dari korupsi dan kolusi.

Kantor Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di bawah koordinasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta
mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Unit ini
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap proses pengadaan sesuai dengan
prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya,
pelaporan pengadaan barang dan jasa masih sering menghadapi berbagai kendala. Di
Kabupaten Nias, selama ini pelaporan dilakukan melalui aplikasi Aplikasi Monitoring
Evaluasi (AMEL) yang merupakan sistem berbasis pusat. Meskipun aplikasi ini telah
menjadi acuan nasional, penggunaannya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal,

khususnya dalam mendukung kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif.
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Permasalahan yang paling sering muncul adalah keterlambatan dan ketidaktepatan dalam
penyajian data ketika pimpinan atau pemangku kepentingan membutuhkan informasi
real-time. Untuk memperoleh laporan yang dibutuhkan, pihak Sekretariat Daerah harus
melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja, yang memakan waktu dan kerap
menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, akurasi data yang
dikumpulkan juga masih menjadi tantangan. Proses input data yang belum terstandarisasi
dengan baik serta minimnya validasi menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak
mencerminkan kondisi lapangan secara tepat. Laporan monitoring yang dihasilkan pun
cenderung umum dan kurang mendetail karena tidak dilengkapi dengan data yang cukup
komprehensif. Kondisi tersebut membuat pimpinan kesulitan dalam membuat keputusan
yang cepat dan tepat berbasis data.

Berikut adalah tabel yang merangkum masalah utama, penyebab, dan solusi yang

ditawarkan berdasarkan latar belakang di atas. Berikut gambar identifikasi masalah.

IDENTIFIKASI MASALAH

laporan Terlambat ﬂ Sistem Terpusat AMEL Aplikasi

& Tidak Akurat 0 » » SIMONIBARJAS
Data Tidak Mendetail = Input Manual | c Pelaporan

‘ a - & Minim Validasi &‘ ﬂ N Real-Time & Valid
Sulit Akses & D Koordinasi yang Lambat Data Rinci

& Informasi Real-Time » ﬂ G ‘ a & Termtegraﬂ

b : .
. ‘ll Efisien & Transparan. /' “ Mendukung Pengambilan

Keputusan

Sember di olah peneliti 2025

Berdasarkan gambar hasil identifikasi masalah di atas, maka terdapat beberapa
permasalahan utama dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa. Laporan pengadaan
masih sering mengalami keterlambatan dan ketidakakuratan, sehingga informasi yang
diterima pimpinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Data
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yang disajikan juga belum rinci dan komprehensif, karena laporan cenderung bersifat
umum dan kurang menggambarkan progres maupun kendala pengadaan secara detail.
Selain itu, akses terhadap informasi pengadaan secara real-time masih sulit dilakukan.
Hal ini menyebabkan proses monitoring dan evaluasi tidak dapat berjalan secara optimal
serta menghambat pengambilan keputusan yang membutuhkan data terkini.
Ketergantungan pada sistem AMEL yang bersifat terpusat juga menjadi kendala, karena
sistem tersebut kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan dan dinamika daerah,
sehingga unit kerja memiliki keterbatasan dalam mengelola dan memanfaatkan data.
Permasalahan lainnya terletak pada proses input data yang masih dilakukan secara manual
dengan validasi yang minim, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan data.
Koordinasi antarunit kerja dalam penyusunan laporan pun berjalan lambat karena belum
terintegrasi secara otomatis, yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan informasi.
Seluruh kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pelaporan pengadaan
barang dan jasa serta mendorong perlunya sistem pelaporan yang lebih adaptif, cepat, dan
akurat

KAJIAN
TEORITIS

Efektivitas merupakan konsep utama dalam menilai keberhasilan suatu sistem
atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agustina (2020)
mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, di mana
semakin dekat hasil yang diperoleh dengan target yang direncanakan, semakin tinggi
tingkat efektivitasnya. Pandangan ini sejalan dengan Syam (2020) yang memaknai
efektivitas sebagai kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan output yang
diharapkan berdasarkan input yang digunakan. Dalam konteks organisasi, Robbins
(2001) menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan kemampuan organisasi dalam
mencapai tujuan akhirnya. Pada sektor publik, efektivitas juga memiliki landasan
regulatif yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang menempatkan efektivitas
sebagai indikator penting Kinerja instansi pemerintah melalui kesesuaian antara target
dan realisasi.

Efektivitas suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh pencapaian tujuan, tetapi

juga oleh sejumlah dimensi pendukung. Ketepatan waktu menjadi aspek penting karena
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keterlambatan pelaksanaan dapat menurunkan nilai strategis hasil kegiatan (Sutrisno,
2021). Selain itu, akurasi informasi berperan besar dalam menentukan kualitas
keputusan yang diambil. Fitriani dan Nugroho (2022) menekankan bahwa data yang
akurat dan relevan akan meningkatkan validitas pengambilan keputusan serta
meminimalkan kesalahan kebijakan. Dari sisi pengguna, Rahayu dan Pratama (2023)
menyatakan bahwa sistem yang efektif adalah sistem yang mudah digunakan dan sesuai
dengan kebutuhan pengguna. Kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan
teknologi dan regulasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas jangka
panjang (Sari, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pengadaan barang dan
jasa, pelaporan memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan dan
akuntabilitas. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa pelaporan
merupakan bagian integral dari siklus pengadaan yang bertujuan menjamin transparansi,
akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurut Bappenas (2021), pelaporan
pengadaan merupakan proses penyampaian data secara periodik maupun real-time yang
digunakan untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis.
Syamsuddin dan Putra (2022) memandang pelaporan sebagai proses administratif yang
mendokumentasikan kegiatan pengadaan guna menjamin akuntabilitas anggaran serta

mendukung deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Tujuan pelaporan pengadaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
strategis. Pelaporan menyediakan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam
pengambilan keputusan, menjadi dasar monitoring dan evaluasi kinerja, serta berfungsi
sebagai alat kontrol dan pengawasan internal (Maulana, 2023). Selain itu, data pelaporan
dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan anggaran pada periode
berikutnya (Prasetyo & Wulandari, 2021). Oleh karena itu, pelaporan yang efektif harus
memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan akurasi data
sebagaimana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelaporan
pengadaan dari sistem manual menuju sistem digital terintegrasi. Pemanfaatan sistem

informasi dalam pelaporan pengadaan dinilai mampu meningkatkan kecepatan, akurasi,
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dan keterpaduan data. Dalam konteks ini, SIMONIBARJAS dikembangkan sebagai
sistem pelaporan pengadaan berbasis elektronik untuk mendukung monitoring dan
pelaporan pengadaan di tingkat daerah. Fitriani dan Nugroho (2022) menyatakan bahwa
sistem informasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan lokal cenderung lebih efektif
dibandingkan sistem terpusat yang kurang fleksibel. Hal ini diperkuat oleh Lestari dan
Ramadhan (2021) yang menegaskan bahwa sistem pelaporan terdesentralisasi mampu
mempercepat akses informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih
responsif.

Secara konseptual, SIMONIBARJAS merupakan implementasi Sistem
Informasi Manajemen (SIM). Laudon dan Laudon (2020) mendefinisikan SIM sebagai
sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan manajerial. Mulyadi (2021) menambahkan bahwa
SIM merupakan kombinasi manusia, teknologi, dan prosedur yang digunakan untuk
mendukung fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam praktiknya, SIM
berperan penting dalam mendukung keputusan berbasis data, meningkatkan
transparansi, serta memperkuat fungsi kontrol dan evaluasi Kkinerja (Prasetyo &
Hidayati, 2021).

Meskipun pemanfaatan sistem informasi dalam pelaporan pengadaan dinilai
mampu meningkatkan efektivitas tata kelola, kajian empiris mengenai efektivitas
implementasi SIMONIBARJAS di tingkat daerah masih terbatas. Selain itu, penelitian
yang membahas hambatan implementasi sistem, seperti keterbatasan sumber daya
manusia, literasi digital, dan infrastruktur teknologi, juga masih relatif sedikit. Oleh
karena itu, penelitian mengenai efektivitas SIMONIBARJAS menjadi penting untuk
memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan sistem pelaporan pengadaan

barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data..

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono

(2019), penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen
kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena

yang diteliti sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Simonibarjas merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk

memantau progres kegiatan belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Sistem ini memiliki dua level akses, yaitu Administrator dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Administrator bertugas mengelola data master seperti pengguna, unit kerja
(OPD), dan memantau seluruh progres kegiatan. Sementara itu, OPD berperan sebagai
unit kerja pelaksana yang menginput data kegiatan beserta rincian kegiatannya. Dengan
adanya pembagian peran ini, sistem mampu memberikan pemantauan yang terstruktur,

transparan, dan efisien terhadap pelaksanaan program.

Form Login

SIMONIBARJAS

Tampilan awal sistem yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Pengguna
memasukkan username dan password sesuai level akses yang dimiliki (Administrator atau
OPD).

Level Akses Administator
Dashboard (level administrator)
Dashboard (level administrator)

SIMONIBARJAS Dashboard

@ oo Daftar Kegiatan

nnnnnn
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Menampilkan ringkasan informasi kegiatan secara keseluruhan, termasuk jumlah

kegiatan, progres pelaksanaan, dan indikator capaian yang dapat dipantau secara real-

time.
Detail kegiatan (level administrator)

SIMONIBARJIAS Dashboard

[ =

Detail Kegiatan

Rincian Kegiatan

No

w
1 Pakal
Pakal

Halaman ini berisi daftar seluruh kegiatan yang diinput oleh OPD, lengkap dengan

informasi seperti nama kegiatan, status pelaksanaan, dan tautan untuk melihat rincian

kegiatannya.
Data Pengguna (level administrator)

SIMONIBARJAS Dashboard
o Administrator Pengguna —

Daftar pengguna tingkat OPD

===========

---------

Adn

Berisi daftar seluruh akun pengguna yang terdaftar di sistem, termasuk informasi
nama, username, level akses, dan status akun.

Form Penambahan Pengguna (level administrator)
Digunakan untuk menambahkan akun baru ke dalam sistem. Administrator dapat

mengatur username, password, nama pengguna, dan level akses.
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Data OPD (level administrator)

Form Penambahan OPD

SIMONIBARJAS Dashboard

Administrator
© Corcie Daftar OPD p—
Daftar selurh OPD yang ailingkup Kabupaten nias utara
mew
Show 10 v entries Search:
[E Dashboard
Nos  Nama OPD
R Pengguna
1 Dinas Pendidikan L]
B orp 2 PUPR "
o« Ubah Passwor - 3 Sekretariat Daersh ™
B keluar Showing 1to 3 of 3 entries < . >
Administrator H 2025 ® SIMONIBARDAS

Nama OPD
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Ubah Password

SIMONIBARJAS Dashboard

Ubah Password

Passwor a Baru
[E Dashboard Konfirmasi Password

2 Pengguna

B oFD
«* Ubah Password

8  xelusr

Administrator H 2028 @ SIMONIBARIAS

Level Akses OPD
Dashboard (level OPD) Menampilkan ringkasan progres kegiatan yang diinput oleh

OPD tersebut, termasuk jumlah kegiatan, status pelaksanaan, dan indikator capaian.

SIMONIBARJAS Dashboard

Admin PUPR .

[ = Qi Daftar Kegiatan
Show| 10 ~ | entries Search:

[E Dashboara 2 | Mama

No oD Nama Paket Progrea” | Pagu
o« Ubah Password 1 PUPR inistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0% 5.624.518 a
Banan cetak
uuuuuu

a 2 PUPR rasional Kepala Daerah dan Wakil Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 20 % 4120.000.000 o

Showing 11e 2 of 2 entries - @ -
Admin PUPR H 2025 @ SIMONIBARDAS

Form Penambahan Kegiatan (level OPD)

Form

Nama Kegiatan

Kode RUP

Sumber Dana

APBD

Pagu

Digunakan oleh OPD untuk menginput kegiatan baru, mencakup nama kegiatan, tahun
anggaran, nilai anggaran, dan target pelaksanaan.
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Detail Kegiatan (level OPD)

SIMONIBARIJIAS Dashboard

o T Detail Kegiatan

Rincian Kegiatan

Mo uraian satuan velume  Harga Satuan Total Harga
Pakaian Dinas Harian (POH)

aian Dinas Upacara (FOU)

Menampilkan daftar kegiatan milik OPD tersebut, lengkap dengan status dan
opsi untuk mengelola rincian kegiatan.
Form untuk menambahkan detail pelaksanaan kegiatan, seperti uraian pekerjaan,

volume, satuan, harga satuan, dan total nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis efektivitas penerapan SIMONIBARJAS di Sekretariat Daerah

Kabupaten Nias, dapat disimpulkan bahwa SIMONIBARJAS terbukti lebih efektif
dibandingkan AMEL. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kecepatan pelaporan dari tiga
hari menjadi satu hari, akurasi data yang lebih tinggi melalui validasi otomatis,
keterperincian laporan yang lebih komprehensif, serta akses real-time yang mendukung
pengambilan keputusan secara cepat.

Selain itu, SIMONIBARJAS mampu mengatasi berbagai kelemahan AMEL
dengan menyediakan sistem pelaporan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, bersifat
real-time, lebih rinci, serta terintegrasi antarunit kerja. Persepsi pengguna juga
menunjukkan adanya peningkatan kemudahan penggunaan, kecepatan, dan akurasi
dalam pemanfaatan SIMONIBARJAS dibandingkan AMEL, meskipun kualitas sumber
daya manusia tetap menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan sistem.

Peran sumber daya manusia memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung
efektivitas aplikasi, karena teknologi yang canggih tidak akan berfungsi secara optimal

tanpa dukungan pegawai yang terlatih dan berkompeten.
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